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KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABU PATEN NIAS,

Menimbang - a Bahwa berdasarkan Bab | Pasal | Ayat (1) Peraturan Komisi Informas: Nomaor |
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi yang
Dikecualikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nias sclaku Pejabat Pengelola nformasi dan Dokumentasi;
b, Bahwa schubungan dengan telah dilaksanakan Up Konsckuensi informasi yang
Dikecualikan pada tanggal 08 Januari 2024, maka Peraluran Komisi Informas:
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dijadikan acuan;
¢. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurufl
b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Nias Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokurmctasi
tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nias,
Mengingal . 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam  Lingkungan Daerah  Propinsi
Sumatera  Utara;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negars yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-1ndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerimah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-| ‘'ndangan;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ientang Pemerintahan Daerah,
sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomeor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomaor 23 Tahun
2014 wentang Pemerintahan Daerah;
m-ml’umhm-u' intah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksansan Undang-
Undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanann Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Republik Indonesia Nomor 15 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
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5. Peraturan m i Dalam Negeri Nomor 3 Tabun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Doearah;
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